PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1998
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong ekspor yang merupakan prioritas
nasional, Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau
Batam sebagai Daerah Pabean perlu diberikan kemudahan di bidang
perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16B Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu
untuk mengaturnya dengan Peraturan Pemerintah;

[

Mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3568);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN
BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

a. Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam adalah Daerah Industri
Pulau Batam dan pulau-pulau disekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan
Berikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam yang melakukan kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak
untuk diekspor.

Pasal 2

Dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah tidak dipungut atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha
sepanjang Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut digunakan untuk
menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;

b. impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena
Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;

c. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean oleh
Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut digunakan untuk
menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor; dan

d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha sepanjang
Jasa Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang
diekspor.

Pasal 3

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena
Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Kawasan Berikat (Bonded
Zone) Daerah Industri Pulau Batam selain dimaksud dalam Pasal 2, terutang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



